
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap humas dalam pemerintahan memiliki fungsi mensosialisasikan 

untuk memberikan informasi tentang kebijakan, rencana dan hasil kerja institusi 

bersangkutan serta memberikan pengertian kepada publik tentang peraturan atau 

perndang-undangan dan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat. 

Humas pemerintahan memiliki dua hak yaitu : 

1. Pemerintahan punya hak menerima masukkan dari masyarakat tentang 

persoalan dan tekanan sosial guna memperoleh partisipasi dan dukungan 

masyarakat. 

2. Masyarakat punya hak mengetahui kebijakan pemerintah dan mendapatkan 

pelayanan. 

Humas merupakan profesi mediator antara lembaga yang diwakilinya 

dengan publik, baik eksternal maupun internal. Hubungan Internal adalah bagian 

khusus humas yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan 

saling bermanfaat antara manajer dan karyawan tempat organisasi 

menggantungkan kesuksesannya. Hubungan eksternal adalah kemampuan untuk 

mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan yang diperoleh antara hubungan 

publik dengan para instansi. 

Adapun fungsi humas pemerintahan adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi humas eksternal 

a. Menyiapkan pengumuman dan berita 
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b. Menyiapkan konferensi pers 

c. Mengatur urusan publikasi berupa poster, buku-buku kecil, rapat-rapat dan 

reklame 

d. Menyelenggarakan kontak dengan pemerintah, parta-partai politik dan 

lain-lain perusahaan. 

e. Membuat analisa dari pendapat-pendapat umum. 

2. Fungsi humas internal 

a. Mengumpulkan bahan-bahan statistik. 

b. Membuat rencana perkembangan pekerjaan. 

c. Menyelenggarakan dokumentasi humas. 

d. Membuat anggaran belanja, dari usaha-usaha humas. 

e. Hubungan dengan bagian-bagian dan seksi-seksi serta pimpinan 

perusahaan. 

f. Mengatur hubungan dengan serikat-serikat sekerja.
1
 

Keadaan masyarakat sekarang sudah jauh berlainan dengan masyarakat di 

zaman-zaman lampau. Komunikasi yang serba cepat membuat badan-badan dalam 

masyarakat tergantung satu sama lain. Semua badan-badan memerlukan 

pengertian dan bantuan dari masyarakat, agar usaha-usaha badan-badan tersebut 

makin dikenal oleh masyarakat luas. Bagi suatu instansi pemerintahan, pendapat 

umum yang baik berarti kebijaksanaan itu diterima oleh masyarakat. Tetapi, jika 

pendapat umum menentang suatu instansi perusahaan maka hubungan masyarakat 

dalam instansi pemerintahan bekerja tidak baik. 
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Pelaksanaan desentralisasi daerah pada hakikatnya adalah sebuah upaya 

memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Dengan otonomi daerah diharapkan 

pelayanan publik dapat berlangsung secara lebih efesien dan efektif.  

Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah 

penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya 

mulai dari permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu 

tempat atau satu loket. Sistem ini memposisikan warga masyarakat hanya 

berhubungan dengan petugas pelayanan di Kecamatan.
2
 

PATEN merupakan program kecamatan sebagai pusat pelayanan 

masyarakat dan menjadi pelayanan bagi badan/ kantor pelayanan terpadu satu 

pintu (PTSP) di kabupaten/kota meningkatkan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat, Terutama dari aspek waktu dan biaya. Diharapkan penyelenggaraan 

paten pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih cepat dan terukur 

dengan jelas. 

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Siak terus berinovasi guna 

meningkatkan pelayanan masyarakat. Setelah dinilai sukses penerapan Pelayanan 

Terpadu (PATEN) tingkat Kecamatan. Kini telah diluncurkan program baru 

mengenai pelayanan terpadu yaitu Pelayanan Terpadu elektronik (e-PATEN).
3
 

e-PATEN merupakan program pelayanan perizinan terpadu di tingkat 

kecamatan melalui teknologi internet adalah memberi kemudahan pada 
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masyarakat mengurus perizinan tanpa harus datang kekantor kecamatan cukup 

dengan sistem online, mengakses situs pelayanan perizinan PATEN.
4
 

Dengan program e-PATEN ini, di harapkan pelayanan publik semakin 

mudah, transparan dan bebas biaya administrasi dan retribusi yang ditetapkan 

Peraturan Daerah. 

Dalam penelitian ini, humas Pemerintah Daerah Kabupaten Siak memiliki 

tanggung jawab, Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada pasal 1 

ayat 6 yaitu pemerintah kabupaten memberikan wewenang kepada kecamatan 

untuk  mengurus urusan pemerintah mengenai pelayanan publik di kecamatan. 

Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Siak sudah membuat suatu 

perencanaan yang merancang segala hal-hal yang dibutuhkan dalam proses 

sosialisasi, mengingat kabupaten siak terdapat jumlah penduduk yang semakin 

meningkat, suku dan budaya yang berbeda, kesulitan jaringan dibeberapa daerah 

dan meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya jadi tugas humas 

pemerintahan kabupaten siak  memperkuat perencanaan dalam mensosialisasikan 

program e- PATEN. 
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Untuk itu pemerintah berharapkan agar program ini tersosialisasi kan 

dengan sukses guna pencapaian visi dan misi dari kabupaten siak itu sendiri. 

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, 

maka penulis tertarik untuk meneliti dalam suatu kajian ilmiah    dengan judul 

“Perencanaan Komunuikasi Humas Pemerintah Daerah Dalam 

Mensosialisasikan Progam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 

Elektronik (e-PATEN) Di Kabupaten Siak”. 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari salah pengertian dan pemahaman tentang konsep dan 

istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan digunakan penegasan 

istilah sebagai berikut : 

1. Perencanaan komunikasi 

Perencanaan komunikasi adalah sebuah dokumen tertulis yang 

menggambarkan tentang apa yang harus dilakukan yang berhubungan dengan 

komunikasi dalam pencapaian tujuan, dengan cara apa yang dapat dilkakukan 

sehingga tujuan dapat dicapai, dan kepada siapa program komunikasi  itu 

ditujukan, dengan peralatan dan dalam jangka waktu berapa lama hal itu bisa 

dicapai, dan bagaimana cara mengukur hasil-hasil yang diperoleh dari program 

tersebut.
5
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2. Humas 

Humas merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik 

secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dan 

meningkatkan pembinaan kerja sama serta pemenuhan kepentingan bersama.
6
 

3. Pemerintah Daerah  

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7
 

4. Mensosialisasikan Program 

Mensosialisasikan program adalah proses mengkomunikasikan program-

program pemerintah kepada publik, dengan tujuan untuk memberikan pengenalan 

dan penghayatan dalam lingkungan tertentu.   

5. e-PATEN 

e-PATEN merupakan program pelayanan perizinan terpadu di tingkat 

kecamatan melalui teknologi internet adalah memberi kemudahan pada 

masyarakat mengurus perizinan tanpa harus datang kekantor kecamatan cukup 

dengan sistem online, mengakses situs pelayanan perizinan PATEN, di harapkan 

pelayanan publik semakin mudah, transparan dan bebas biaya administrasi dan 

retribusi yang ditetapkan Peraturan Daerah. 
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6. Kabupaten Siak 

Kabupaten Siak ini merupakan suatu daerah yang terdapat di provinsi                   

Riau, mempunyai luas 8.556,09 km2 dengan jumlah penduduk berjumlah 569.513 

Jiwa. Wilayah yang memiliki peran penting dalam SDM, penyelenggaraan 

pelayanan, minyak bumi, pusat perdagangan dan pariwisata. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana Perencanaan Komunikasi 

Humas Pemerintah Daerah dalam Mensosialisasikan Program e-PATEN di 

Kabupaten Siak?” 

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian 

1. Tujuan  

Untuk mengetahui bagaimana Perencanaan Komunikasi yang dilakukan 

Humas Pemerintah Daerah dalam Mensosialisasikan Program e-PATEN di 

Kabupaten Siak. 

2. Kegunaan  

Penelitian ini memiliki Kegunaan yang dapat di uraikan sebagai berikut: 

a) Kegunaan Akademis 

Kegunaan akademis dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaiakan program S1 pada 

Jurusan  Ilmu Komunikasi Fakultas. 

2. Penelitian ini sebagai bahan masukan pemikiran bagi para pengkaji 

masalah Ilmu Komunikasi Khususnya dibidang Perencanaan Komunikasi 

Humas yang berminat meneliti masalah yang sama. 
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3. Penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang 

Perencanaan Komunikasi Humas dalam menyampaikan informasi. 

4. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa 

Ilmu Komunikasi yang ingin mengetahui Perencanaan Komunikasi Humas 

dalam instansi pemerintah. 

b)  Kegunaan Praktis 

Kegunaan Praktis penelitian ini adalah: 

1. Hasil penelitian ini diharapakan dapat menjadi bahan masukan bagi 

Humas Pemerintah Daerah Kantor Bupati Kabupaten Siak. 

2. Bagi peneliti agar memberi pengalaman dalam menerapkan ilmu 

pengetahuan yang  diperoleh selama mengikuti perkuliahan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian 

yang terdiri dari: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, penegasan istiah, 

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang definisi, konsep, teori-teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini, kajian terdahulu dan kerangka 

pemikiran. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, subjek dan objek penlitian, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, dan teknis analisa data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM  

Pada bagian ini penulis menguraikan tentang sejarah singkat 

tentang Kantor Bupati Kabupaten Siak, Tugas Pokok dan Fungsi 

Kantor Bupati Kabupaten Siak, Uraian Tugas Bagian, Sub Dinas 

dan Balai Pada Kantor Bupati Kabupaten Siak, serta struktur 

organisasinya. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab  ini mengenai tentang hasil penelitian dan pembahasan 

penelitian. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan dan saran hasil 

penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 


